
TENTANG

SISTEM EVALUASI TERPADU DAN BERKELANJUTAN KELOMPOK KERJA

UNIT LAYANAN PENGADAAN KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja secara

terpadu dan berkelanjutan terhadap kinerja Kelompok

Kerja (Pokja) ULP dalam menghasilkan pemenang lelang

yang berkualitas pada Unit Layanan Pengadaan Barang

dan Jasa di Iingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten

Maluku Tenggara Barat, maka perlu dibentuk Peraturan

Bupati tentang Sistem Evaluasi Terpadu dan

Berkelanjutan Kelompok Kerja.

Mengingat1.  Undang-Undang  Nomor   17 Tahun  2003  tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4286) ;

2.Undang-Undang  Nomor   1   Tahun  2004  tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3.Undang-Undang  Nomor   15 Tahun  2004  tentang

Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara  Republik

Indonesia Nomor 4400) ;
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4.Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  2004  tentang

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 126,Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4438);

5.Undang-Undang  Nomor   12  Tahun  2011  tentang

Pembentukan Peraturan-Undangan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5234);

6.Undang-Undang  Nomor   9  Tahun  2015  tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan  Keuangan  Daerah  (Lembaran  Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

8.Peraturan Pemerintah Nomor  38 Tahun 2007 tentang

Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,

Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah

Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4737);

9.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang

Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

lO.Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

ll.Peraturan Presiden Nomor  4 Tahun 2015 tentang

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

12.Peraturan  Kepala  Lembaga  Kebijakan  Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah Nomor 05 Tahun 2012 tentang

Unit Layanan Pengadaan;

13.Peraturan Bupati  Maluku Tenggara Barat  Nomor 01

Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata

Kerja Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Kabupaten Maluku Tenggara Barat.



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT

TENTANG SISTEM EVALUASI SECARA TERPADU DAM

BERKELANJUTAN KELOMPOK KERJA UNIT LAYANAN

PENGADAAN KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT

BABI

KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

(1)Daerah adalah Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

(2)Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah Kabupaten Maluku Tenggara

Barat yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Kabupaten Maluku

Tenggara Barat;

(3)Bupati adalah Bupati Maluku Tenggara Barat;

(4)Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten  Maluku

Tenggara Barat;

(5)Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah

Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten

Maluku Tenggara Barat;

(6)Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah kegiatan pengadaan

barang/jasa yang dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara (APBN)/ Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) baik

yang dilaksanakan secara swakelola mauptm oleh penyedia barang/jasa;

(7)Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut  PA adalah pejabat

pemegang kewenangan penggunaan anggaran APBN/ APBD;

(8)Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut  KPA, adalah

pejabat yang ditvmjuk oleh Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja

Perangkat Daerah yang ditetapkan oleh Bupati untuk menggunakan

sebagian anggaran Satuan Kerja Perangkat  Daerah sesuai dengan

kewenangannya;

(9) Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah

pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan

barang/jasa;



(10)Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disebut   ULP Kabupaten

adalah brganisasi Pemerintah Daerah yang terintegrasi pada Sekretariat

Daerah  Kabupaten  Maluku  Tenggara  Barat   yang  berfungsi

melaksanakan pengadaan barang/jasa dan mengkoordinasikan semua

kegiatan penyelenggaraan barang/jasa dilingkup Pemerintah kabupaten

Maluku Tenggara Barat sesuai Peraturan Perundang-undangan yang

berlaku;

(11)Pejabat Fungsional Pengadaan ULP adalah Pegawai Negeri bersertifikat

keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah yang ditugaskan untuk

melaksanakan pengadaan barang/jasa pemerintah oleh Bupati;

(12)Kelompok Kerja ULP yang selanjutnya disebut Pokja ULP adalah Tim

yang terdiri atas Pejabat Pungsional Pengadaan yang bertindak sebagai

panitia pengadaan yang bertugas  untuk melaksanakan pemilihan

penyedia barang/jasa di lingkup Pemeirntah Kabupaten Maluku

Tenggara Barat.

BABII

MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal2

Sistem evaluasi secara terpadu dan berkelanjutan dimaksudkan untuk

memberikan landasan hukum bagi Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa

Kabupaten Maluku Tenggara Barat dalam melaksanakan evaluasi kinerja

terhadap kelompok kerja (pokja) serta menjamin proses pelelangan

dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Tujuan

PasaI3

Sistem evaluasi secara terpadu dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud

Pasal 2, bertujuan untuk:

(1)meningkatkan  koordinasi   antar  pelaku  pengadaan  barang/jasa

pemerintah;

(2)meningkatkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan dan

pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah;

(3)meningkatkan  transparansi  dan  akuntabiltas  proses  pengadaan

barang/jasa pemerintah;

(4)meningkatkan hasil pelelangan yang berkeadilan dan berkualitas.



BABIII

RUANG LINGKUP

Pasal4

Sistem evaluasi secara terpadu dan berkelanjutan meliputi tahapan tata cara

dan waktu pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

BABIV

PRINSIP DAN KEWENANGAN

Bagian Kesatu

PPRINSIP
Pasal 5

Prinsip-prinsip evaluasi secara terpadu dan berkelanjutan terdiri atas:

a.efisien;

b.efektif

c.transparan;

d.akuntabel;

e.terukur; dan

f.berkeadilan.

Bagian Ketiga

Pasal6

Kewenangan

Kewenangan evaluasi secara terpadu dan berkelanjutan dilakukan kepala Unit

Layanan Pengadaan Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

BABIV
FOKUS EVALUASI

Pasal 7

Evaluasi dilakukan untuk:

a.Paket pekerjaan yang anggarannya bersumber dari Anggaran Pendapatan

Belanja Daerah/Anggaran Pendapatan Belanja Negara;

b.Paket  pekerjaan pengadaan  barang/jasa yang  dilakukan melalui

penunjukkan langsung dan swakelola di Satuan Kerja Perangkat Daerah

c.Paket  pekerjaan  pengadaan barang/jasa yang  dilakukan melalui

mekanisme lelang di Unit Layanan Pengadaan.



Pasal 8

Evaluasi secara terpadu dan berkelanjutan dirumuskan melalui:

a.Laporan tentang nilai kepuasan pengguna barang/jasa (SKPD) atas

penetapan pemenang lelang;

b.Hubungan kinerja Pokja Unit Layanan Pengadaan terhadap kinerja yang

dihasilkan oleh pemenang lelang;

c.Adanya konsistensi dan ketaatan terhadap tata cara pelelangan; dan

d.Dilakukan secara bersama-sama dengan stakeholder terkait dan dipimpin

oleh Kepala Daerah/pejabat yang diberi wewenang.

BAB V

TIM EVALUASI DAN PESERTA EVALUASI

Bagian Kesatu

Tim Evaluasi

PasaI9

Tim evaluasi ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan keanggotaannya

melibatkan SKPD/Unit kerja yang mememiliki fungsi untuk melaksanakan

pengendalian intern serta evaluasi kinerja program pembangunan daerah.

Bagian Kedua

Peserta Evaluasi

Pasal 10

Evaluasi melibatkan para pihak yang kedudukannya sebagai PA/KPA/PPK dan

pejabat pengadaan barang/jasa SKPD serta Anggota Pokja ULP.

BAB VI

TATACARA DAN WAKTU EVALUASI
Bagian Kesatu

Tata Cara Evaluasi

Pasal 11

Evaluasi secara terpadu dan berkelanjutan dilaksanakan dengan cara:

a.Satuan Kerja Perangkat Daerah menyampaikan tindak lanjut penetapan

pemenang lelang dan kinerja pemenang lelang;

b.Satuan  Kerja Perangkat   Daerah menyampaikan hasil  pengadaan

barang/jasa  dengan  mekanisme  Penunjukkan  langsung  maupun

swakelola; dan

c.Unit Layanan Pengadaan menyampaikan hasil evaluasi kinerja Pokja.



Bagian Kedua

Waktu Evaluasi

Pasal 12

Waktu pelaksanaan Evaluasi secara terpadu dan berkelanjutan adalah:

a.Triwulan pertama untuk persiapan pelaksanaan lelang/penunjukkan

langsung dan Swakelola;

b.Triwulan kedua/semester pertama untuk perkembangan pelaksanaan

lelang/penunjukkan langsung dan swakelola;

c.Triwulan kiga untuk perkembangan tindak lanjut  hasil penetapan

pemenang lelang; dan

d.Triwulan empat/akhir tahun evaluasi secara keseluruhan rencana dan

pelaksanaan lelang/penunjukkan langsung dan Swakelola.

BABVI

TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI

Pasal 13

Hasil evaluasi digunakan untuk memperbaiki kinerja ULP dan menghasilkan

rekam jejak Pokja untuk dijadikan bahan pertimbangan dapat/tidak diangkat

kembali dalam kedudukannya sebagai anggota Pokja guna mewujudkan

akuntabilitas dan transparansi mekanisme pelelangan.

Kepala ULP melaporkan hasil evaluasi kepada:

a.Bupati Maluku Tenggara Barat; dan

b.KepalaLKPP.

BABVII

KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Ketentuan mengenai prosedur dan mekanisme evaluasi diatur lebih lanjut

dengan Standar Operasional Pelaksanaan pada Unit Layanan Pengadaan

Kabupaten Maluku Tenggara Barat.



PIETERSON RANGKORATAT,

BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT TAHUN 2016

NOMOR : SM|

Diundangkan di:   Saumlaki
padatanggal    :  lo Le^HwJr2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT

Ditetapkan di: Saumlaki

padatanggal : ^g iSep-^niV^r   2016

BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT,

f
/)
i•^l

:

:

:

Kepala SKPD
Kabag Hukum
Asisten Koordinasi
Plt.Sekda

PARAF KOORDINASI

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat.


